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Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal
6A ayat (2) UUD 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Rabu, 20 April 2022.

Ikhtisar Putusan

Pemohon | merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai
wiraswasta, yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Pilpres 2014 dan 2019. Pemohon I
merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang menggunakan hak pilih pada Pemilu
Pilpres 2014 dan 2019. Pemohon Il merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang
menggunakan hak pilih pada Pemilu. Pemohon IV merupakan perorangan warga negara
Indonesia, berprofesi sebagai ibu rumah tangga berlatar pendidikan S1 Fakultas Hukum,
yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Pilpres. Pemohon V merupakan perorangan
warga negara Indonesia, berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan aktif di kelompok
pengajian, yang menggunakan hak pilih pada Pilpres 2014 dan 2019. Bahwa Pemohon VI
merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan
sebagai aktivis pecinta alam dengan latar belakang pendidikan agama, yang menggunakan
hak pilih pada Pilpres 2014 dan 2019. Pemohon VII merupakan perorangan warga negara
Indonesia, selaku kalangan milenial yang menggunakan hak pilih pada Pilpres 2014 dan
2019. Para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya atas keberlakuan pasal
a quo yang membatasi jumlah pasangan Presiden sehingga merugikan hak konstitusional
masyarakat pemilih untuk memilih pasangan calon Presiden yang relatif baik, sehingga
merugikan masa depan kesejahteraan para Pemohon selaku masyarakat pemilih;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon
adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu UU
7/2017 terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat
(1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, terkait dengan kualifikasi para Pemohon
sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam
pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 merujuk pada pertimbangan Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari
2021 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Nomor 8/PUU-XX/2022,



bertanggal 29 Maret 2022 yang pokoknya sebagai berikut:

“[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum
terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguiji
norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden
dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan
sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan
Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019
dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-
XVIN/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal
222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki
kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222
UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan.
Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit
menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,
jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan
konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta
Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.”

Selanjutnya menurut Mahkamah, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak
konstitusional yang dialami oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam
pemilu terdapat aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang
dimohonkan penguijian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah diberlakukan sebelum
pelaksanaan pemilu tahun 2019 di mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk
memilih dan telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang
akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden
dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

Selain itu, terkait anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon karena
terhambatnya haknya untuk memilih (right to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang memiliki lebih banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017
sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
akan mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih lagi, norma yang
diajukan oleh para Pemohon tidak menghalangi para Pemohon untuk bebas memberikan
suaranya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun yang telah
memenuhi syarat. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-X1X/2021, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan
Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian konstitusionalitas
Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau
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menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan. Dalam pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah
konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam norma a quo
merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy)
sehingga menolak permohonan Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan
Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat
menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222
UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017
adalah inkonstitusional dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para
Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



